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ABSTRAK :  - Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah 
ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk nylon film yang berasal dari 
Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian 
bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan 
kerugian yang dialami industri dalam negeri dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 23D ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap 
Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 
3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 
93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) 
sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 34 
Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN 
Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    pengenaan bea masuk Antidumping impor produk nylon (poliamida) dalam bentuk 
film atau foil dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm (nol koma dua puluh lima 
milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex3920.92.10 dan ex3920.92.99 yang 
berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang 
berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan 
Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2025 dan diundangkan pada 
tanggal 11 Maret 2025. 

  - Lampiran hal 5. 

    

 


